GUBRI RESMI LANTIK KAMSOL SEBAGAI PJ BUPATI KAMPAR DAN
MUFLIHUN SEBAGAI PJ WALI KOTA PEKANBARU
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Sumber gambar: https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/gubri-resmi-lantik-kamsol-
sebagai-pj.jpeg

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar resmi mengambil sumpah jabatan dan melantik Kamsol
sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kampar dan Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru, di
Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Senin (23/5/2022). Pelantikan kedua Pj kepala daerah
di Provinsi Riau ini berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
nomor 131.14-122 tahun 2022 menetapkan Kamsol sebagai Pj Bupati Kampar.
Selanjutnya berdasarkan SK Mendagri nomor 131.14-123 tahun 2022 yang menetapkan
Muflihun sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru.

Usai pelantikan dilakukan Gubri, kedua Pj kepala daerah di Provinsi Riau juga
dilanjutkan dengan pembacaan pakta integritas. Penyerahan memori jabatan oleh pejabat
yang lama kepada Pj serta penyerahan SK TP PKK oleh Ketua TP PKK Riau, Misnarni
Syamsuar.

Gubri mengucapkan selamat atas dilantiknya dua penjabat tersebut. la percaya penjabat
baru dilantik ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan
amanah yang telah diberikan.

Orang nomor satu di Riau ini menyampaikan, penunjukan pejabat kedua wilayah tersebut
adalah upaya agar jangan terjadi kekosongan kepemimpinan dan stagnasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar sampai
dengan dilantiknya wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati hasil
Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
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https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/gubri-resmi-lantik-kamsol-

"Selamat atas dilantiknya dua penjabat baru, yaitu Kabupaten Kampar dan Wali Kota
Pekanbaru. Saya percaya penjabat baru dilantik ini dapat menjalankan tugas dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan amanah yang telah diberikan,"” tuturnya. Turut
hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Gubernur (Wagubri), Edy Natar Nasution beserta
istri, Forkopimda Riau, Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Riau, Mantan Bupati
Kampar Catur Sugeng Susanto, Mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, serta
tamu undangan lainnya.
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sebaqgai-pj-bupati-kampar-dan-pj-walikota-pekanbaru.html 23 Mei 2022.

Catatan:

Penjabat (Pj) Gubernur/Walikota/Bupati merupakan ASN pejabat pimpinan tinggi
madya/pratama yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah karena terdapat
kekosongan kepala daerah/wakil kepala daerah. Pj akan menjabat sampai kepala
daerah/wakil kepala daerah definitif hasil pemilihan menjabat. Pj gubernur diusulkan
Mendagri kepada Presiden. Pj bupati/wali kota diusulkan gubernur kepada mendagri.

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu,
untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022
dan pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat
Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada
tahun 2024.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal
dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan
Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan
tinggi pratama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota bertugas menggantikan peran kepala daerah sampai
kepala daerah definitif hasil pemilihan menjabat. Merujuk pada UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas:

a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD;

b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda
tentang RPJIMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan
menetapkan RKPD;

d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

e. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f.  mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, wewenang penjabat kepala daerah, meliputi:

a. mengajukan rancangan Perda;

b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh
daerah dan/atau masyarakat;

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dinyatakan bahwa penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang
diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri
untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta
kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah
yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala
daerah/wakil kepala daerah dilarang:
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a. melakukan mutasi pegawai;

b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat
sebelumnya;

c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan
pejabat sebelumnya;

d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Ketentuan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
Dalam Negeri.
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